
Tujuan / 
Ultimate 
Outcome

Indikator

Sasaran/Int
ermediate 
outcome

Indikator

sasaran 
Program/Im

mediate 
outcome

Meningkatnya Pelaksanaan  
Penyelenggaraan Pengawasan 

Internal

Mewujudkan Keyakinan 
Terhadap Proses 

Pengawasan

Mewujudkan komitmen 
pembangunan Zona 

Integritas

Meningkatnya respon 
terhadap aduan 

masyarakat

Meningkatnya 
Identifikasi Resiko dan 
Pengendaliannya pada 

Perangkat Daerah

Indikator Persentase pemantauan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan APIP

Crosscuting : Semua Obyek 
Pemeriksaan dan Para 

Irban

Presentase Kebijakan 
Teknis Pengawasan 

yang Ditetapkan

Persentase Perangkat 
Daerah yang diusulkan 
masuk zona integritas 

Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani 

(WBBM)/Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK)

Persentase tindak 
lanjut aduan Whistle 
Blowing, Benturan 

Kepentingan, dan Unit 
Pengendalian 

Gratifikasi

Prosentase perangkat 
Daerah yang dievaluasi 
Pengelolaan Risikonya

sasaran 
Kegiatan/o

utput

Terlaksananya Pemantauan 
tindak lanjut hasil temuan APIP

Terlaksananya 
Perumusan 

Kebijakan Teknis di 
Bidang pengawasan 

Terlaksananya  
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah

Indikator 
Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Laporan 
Hasil Pengawasan APIP yang 

ditindaklanjuti

Jumlah Laporan 
Penyelesaian 

Kerugian 
Negara/Daerah 
yang Ditangani

Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu

Jumlah  Kebi jakan 
Teknis  Bidang 

Pengawasan yang 
disusun

Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Tugas  

dan Fungs i  yang 
Mengikuti  

Pendidikan dan 

Pelatihan

Sasaran 
Sub 

kegiatan/o
utput

Terlaksananya 
audit kinerja 

perangkat daerah

Terlaksananya 
reviu laporan 

kinerja

Terlaksanany 
Pengawasan 
Keuangan 

Pemerintah 
Daerah

Terlaksananya 
Reviu Laporan 

Keuangan

Terlaksananya 
Pengawasan 

Desa

Terlaksananya Pemantauan 
tindak lanjut hasil temuan APIP 

Terlaksananya 
Penanganan 
Penyelesaian 

Kerugian 
Negara/Daerah
Crosscuting : 

Aparat Penegak 
Hukum

Terlaksananya  
Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu

Terlaksananya 
Perumusan 

Kebijakan Teknis di 
Bidang pengawasan

Terlaksananya 
pendampingan ZI, 
LP2P, LHKASN, 

LHKPN

Terlaksananya 
kegiatan Saber 

Pungli, UPG dan 
SPI,MCP dan 

Penangana Aduan

Terlaksananya 
kegiatan  SPIP

Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan 

ASN

Tersusunnya 
Dokumen 

Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Terlaksananya 
Penatausahaan 
dan Pengujian/ 

Verifikasi 
Keuangan SKPD

Terlaksananya 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi

Tersedianya 
Paket Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerang

an Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan

Tersedianya 
Bahan Logistik 

Kantor

Tersedianya 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Tersedianya 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Terselenggarakan
nya Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Terlaksananya 
Pengadaan Mebel

Terlaksananya 
Pengadaan 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya Jasa  
Surat Menyurat

Tersedianya Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan

Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Tersusunnya 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Indikator 
Sub 

Kegiatan

Terlaksananya 
reviu laporan 

kinerja

Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 

Laporan Kinerja

Jumlah Laporan 
hasil 

Pengawasan 
Keuangan 

Pemerintah 
Daerah

Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 

Laporan 
Keuangan

Jumlah Laporan 
Hasil 

Pengawasan 
Desa

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi Tindak 
Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan 
Penyelesaian 

Kerugian 
Negara/Daerah 
yang Ditangani

Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu

Jumlah Rekomendas i  
Kebi jakan Teknis  di  
Bidang Pengawasan 

yang Disusun

Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, 

Monitoring dan 
Evaluasi serta 

Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 

Korupsi

Jumlah Perangkat 
Daerah yang 

dilakukan 
pendampingan, 
Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan 
Integritas

Jumlah Orang 
yang Menerima 

Gaji dan 
Tunjangan ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaan 
dan Pengujian/ 

Verifikasi 
Keuangan SKPD

Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Tugas  

dan Fungs i  yang 
Mengikuti  

Pendidikan dan 
Pelatihan

Jumlah Paket 
Komponen 
Insta las i  

Li s trik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 

Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
yang Disediakan

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Paket 
Mebel  yang 
Disediakan

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

yang Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang 
Disediakan

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya

Jumlah Mebel 
yang terpelihara

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara

Jumlah 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah

Unit 
Kerja/Pelak

sana

Irban IV Irban I Irban II I Irban II I Irban IV Subag Evalap Irbansus Irbansus Irban I Irban II Irban II Irban II Subbag RenKeu Subbag RenKeu Subag RenKeu Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Renkkeu Subbag Renkeu

Jumlah Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan 
asistensi

Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun Jumlah Kegiatan Adminis tras i  Umum Perangkat Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah yang dipelihara

Terlaksananya Audit Kinerja, Reviu laporan Keuangan, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu 
Laporan Keuangan dan Pengawasan Desa

Terlaksananya Pengawasan Dengan 
Tujuan tertentu

Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah secara efektif dan efisien

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT ) yang efektif dan efisien Meningkatnya pelaksanaan 
Penyelenggaraan pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu

Meningkatnya kual i tas  pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, 
III,IV, Khusus)

Crosscuting semua irban

Presentase penyelesaian Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu

 Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

Nilai Kapabilitas APIP
Crosscuting : Semua Perangkat Daerah

Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi
Crosscuting : Semua Perangkat Daerah

Indeks  Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Ni la i  AKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya efekti fi tas  Pengawasan dan Pengendal ian Penyelenggaraan Tata  Kelola  Pemerintahan

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP)
Crosscuting : Semua Perangkat Daerah

Meningkatnya Kapabi l i tas  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendal ian korups i  yang optimal Meningkatnya Kual i tas  Pelayanan dan Kinerja  Perangkat Daerah


